BAB YV

PENUTUP

Pada bagian ini, secara khusus penulis akan menguraikan dua pokok
pembahasan, yakni kesimpulan terhadap pembahasan empat bab sebelumnya, dan
saran yang diajukan oleh penulis untuk lapisan masyarakat yang bersinggungan
dengan tulisan ini, terutama bagi para pemangku kebijakan atau perancang
kebijakan dan bagi pelaksana kebijakan, antara lain: pemerintah, para akademisi,

mahasiswa, dan masyarakat umum.

5.1 Kesimpulan

Isu relativisme politik memang tidak begitu menarik perhatian para pemikir
untuk mendiskusikannya sebagai sebuah persoalan. Alasan yang mungkin untuk
menjelaskan pernyataan itu ialah posisi relativisme itu sendiri yang tidak mungkin
bagi ruang diskusi, karen ia tampil hanya untuk menghindari diri dari diskusi itu
sendiri. Bukan karena asas ini jauh dari ruang diskursus para pemikir, melainkan
karena asas tersebut yang mengaburkan kemungkinan tercapainya kesimpulan yang
objektifitas tentang proposisi kebenaran. Analisis ini kemudian menjadi mungkin
ketika posisinya secara tegas ditempatkan sebagai oposisi terhadap kebenaran
objektif, atau ketika kebenaran dipandang semata-semata sebagai produk yang
relatif. Klaim semacam ini dapat dipahami sebagai ciri dasar relativisme, yakni
kecenderungannya untuk berfungsi sebagai semacam benteng perlindungan yang
menghindarkan diri dari kemungkinan koreksi. Berdasarkan keseluruhan analisis

yang telah dilakukan penulis dalam penelitian ini telah sampai pada kesimpulan.

Pertama, relativisme politik memuat kecenderungan yang mengaburkan
batas antara kebenaran dan kepentingan. Ketika setiap orang mengklaim bahwa
kebenaran mendapat pengesahan berdasarkan versinya masing-masing, secara
bersamaan poin ini hendak menjelaskan posisi yang menutup diri pada dialog
rasional. Hal ini menimbulkan persepsi yang sepihak terhadap kebenaran, di mana

kebenaran kerap diperalat demi kepentingan tertentu. Akibatnya, kebenaran tidak
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lagi menempati posisinya yang sejati sebagai sesuatu yang objektif, melainkan
menjadi relatif dan bergantung pada pihak yang memiliki akses kekuasaan untuk
menentukan apa yang dianggap benar. Klaim tersebut pada dasarnya hanyalah
benteng pelindung untuk membela kepentingan. Akibatnya, masyarakat yang
majemuk baik itu dalam ruang diskusi maupun dalam keragaman latar belakang
budaya berada pada posisi yang tidak aman. Perbedaan atau latar belakang budaya
cenderung disingkirkan oleh penguasa karena dianggap mengganggu jalannya
kebijakan atau kepentingan. Dalam kondisi demikian, ketegangan yang muncul

pada akhirnya berpotensi menimbulkan konflik.

Dalam sistem pemerintahan demokrasi relativisme dianggap dan dinilai
sebagai tantangan yang turut mempengaruhi marwah demokrasi. Di antaranya
ialah, adanya perbedaan tafsiran pragmatis. Jika demokrasi menjunjung tinggi
kebebasan pendapat dan kesamaan hak, justru relativisme memperalat kebebasan
itu untuk melegitimasi keberadaannya melalui perspektif subjektif, yang melenceng
dari norma demokrasi. Situasi ini mengakibatkan krisis di dalam tubuh demokrasi
seperti yang dijelaskan pada Bab I yakni: peluang bagi berkembangnya polarisasi
politik, karena masing-masing golongan hanya mengilhami gagasan kelompoknya
sendiri secara subjektif. Pada kerangka yang lebih serius, relativisme cenderung
melemahkan posisi pemerintah yang legitim. Banyak model keresahan yang terjadi

jika demokrasi diwarnai oleh paham relativis.

Kemudian hubungan relativisme politik sebagai model masyarakat tertutup,
dipertegas oleh kerangka pemikiran Karl Popper pada Bab III, di mana penulis
menarik benang merah melalui kesamaan konsep relativis terhadap realitas
masyarakat tertutup yang digambarkan oleh Karl Popper. Mesti dipahami bahwa
konsep masyarakat tertutup yang dibicarakan oleh Karl Popper sebenarnya
ditujukan sebagai kritiknya terhadap konsep Historisisme Plato, Hegel, dan Karl
Marx. Popper menyayangi pandangan Plato yang tidak menghendaki adanya
perubahan, terutama yang mengidealkan sistem pemerintahan tribalis yang tidak
perlu melakukan perbaikan atau perubahan. Sementara itu, terhadap Hegel yang
mengidealkan teori negara nasionalis, justru ditentang oleh Popper karena teori

tersebut cenderung totaliter. Memang pada kenyataannya kecenderungan tersebut
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diperlihatkan Popper melalui kepemimpinan Nazi yang bermula dari negara
nasionalis kemudian dijadikan sebagai alasan untuk membantai ras Yahudi yang
berada di Eropa. Lalu pada konteks selanjutnya, Popper juga meyakini teori
materialisme Karl Marx terjebak di dalam Historisisme yang berwujud pada
perjuangan kelas, yakni perjuangan kelas proletar melawan kelas borjuis. Di
samping itu, Popper mengecam Karl Marx yang menjunjung pembentukan
masyarakat yang sosialis yakni ketiadaan milik pribadi dan semua kepemilikan
pribadi tersebut diatur oleh negara. Namun, dalam kenyataannya asas tersebut justru
meruncing menjadi tatanan yang totaliter, karena negara kemudian bertindak
sewenang-wenang terhadap rakyatnya, seperti yang dipraktikkan oleh partai

komunis khususnya oleh rezim komunis Uni Soviet.

Karl Popper menggambarkan tiga tokoh yang disebutkan di atas sebagai
perwujudan dari masyarakat tertutup. Lalu penulis mengasimilasi konsep
masyarakat tertutup Popper tersebut sebagai kritik terhadap asas relativisme politik,
terutama kehadirannya di dalam tatanan demokratis, yang digambarkan pada ulasan
pada Bab II. Melalui deskripsi pada bab tersebut menggambarkan bahwa
relativisme dalam kondisi yang ekstrim menimbulkan tatanan yang cenderung
absolut dan totaliter. Terutama ketika tutupnya ruang diskusi atau dialog bersama,
serta kecenderungan relativisme politik yang tidak mengakui kebenaran objektif
dan cenderung lari kepada pengakuan kebenaran secara subjektif. Tesis tersebut
menguat tuduhan penulis terkait dengan kehadiran relativisme politik sebagai
bentuk lain dari kritik Karl Popper yang diulas pada bagian Bab III terhadap model
masyarakat tertutup. Berangkat dari situasi yang digambarkan di bab tersebut,
penulis tidak berhenti pada analisis yang seputar model masyarakat tertutup saja.
Tetapi, berusaha untuk melangkah pada tatanan yang dicita-citakan oleh Karl
Popper sendiri, yakni masyarakat terbuka. Jika ditinjau lebih dekat, maka
masyarakat terbuka itu sendiri dilukiskan sebagai keadaan manusia atau individu
yang mengedepankan rasionalisme kritis. Terutama terbuka terhadap kritik-kritik
yang bersumber dari dalam diri sendiri maupun yang berasal dari luar, dengan
sendirinya masyarakat terbuka senantiasa berkecimpung dengan kebenaran-
kebenaran yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, terutama kebenaran yang

diklaim secara objektif dan berlaku secara universal. Dengan sendirinya, prinsip-
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prinsip dasar masyarakat terbuka Karl Popper adalah mengkonstruksi identitas
terbuka, termasuk di dalamnya kebenaran relatif, sekaligus juga menolak kebenaran

absolut, anti utopianisme, dan mengedepankan prinsip humanitarianisme.

Berdasarkan konsep serta gagasan relativisme politik terkait dengan
gambarannya sebagai model masyarakat tertutup, pada bab IV penulis
mengaktualisasikannya dalam konteks kehidupan demokrasi saat ini. Penulis
melihat bahwa gejala relativisme politik cukup nyata, terutama dalam bentuk
polarisasi dan kecenderungan menolak pandangan yang berbeda. Oleh karena itu,
penulis menganjurkan bahwa, demokrasi tidak hanya membutuhkan aturan formal,
tetapi juga lebih pada kesadaran bersama untuk menjaga ruang dialog yang rasional
dan terbuka serta kesadaran bagi setiap orang akan bahaya relativisme politik
ekstrim, terutama pada tatanan yang totaliter. Namun, di sisi lain penulis mengakui
bahwa ada relativisme moderat yang mampu menjembatani ruang dialog antar

warga negara.

5.2 Saran
5.2.1 Bagi Pemerintah

Pemerintah semestinya sadar bahwa penting untuk menciptakan ruang
publik yang memungkinkan untuk terjadinya pertukaran gagasan secara sehat dan
bebas. Sehingga pemerintah mampu memfasilitasi tuntutan tersebut, yakni adanya
ruang dialog yang terbuka dan rasional yang terus didorong agar perbedaan tidak
berujung pada konflik yang berkepanjangan.

5.2.2 Bagi Para Akademisi

Dalam bidang akademik, penelitian mengenai relativisme politik masih
terbuka untuk dikembangkan lebih lanjut. Penelitian berikutnya dapat memperluas
kajian ini dengan membandingkan pemikiran Popper dengan tokoh lain atau
menggunakan pendekatan yang berbeda agar diperoleh pemahaman yang lebih

mendalam.
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5.2.3 Bagi Masyarakat

Penulis melihat bahwa perlunya pengembangan sikap kritis dalam
menyikapi berbagai informasi dan pandangan yang beredar. Perlunya kesadaran
untuk tidak menerima suatu klaim secara langsung tanpa pertimbangan rasional

menjadi hal yang penting dalam kehidupan demokrasi.

5.2.4 Bagi Para Mahasiswa

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan,
terutama karena lebih menekankan pada kajian teoretis. Oleh karena itu, sangat
diharapkan bagi mahasiswa untuk boleh mendalami tema ini terutama mendalami
seputar literatur Karl Popper baik itu melalui buku-buku yang ditulis oleh Karl
Popper sendiri mengenai masyarakat terbuka, atau pun melalui literatur yang
mengomentari seputar karya Karl Popper. Dengan menguasai tema ini, mahasiswa
atau peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan
menggunakan pendekatan yang empiris, sehingga dapat melihat fenomena ini

secara lebih konkret dalam kehidupan nyata.
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